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PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
N'OMOR .154 TAHUN 2015 

TENTANG .· 

PENJABARAN PERTAN.GGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
AN9GARAN ·PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2014 

Menimbang 

Mengingat . . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BANYUASIN, 

a. bahwa g:lina rnei:nenilhi . ·ketentuan Pasal . 9 Peraturan 
Daerah · Kabupaten ·'·B'anyuas~n · Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Penjabaran . . Pertanggungjawal;>an Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuasi]) .J'.ahun AI).ggarcµi .~.014 , maka perlu diatur 
rindah . · 1ehih . .. lanJu(°i >dan . · 'Pertanggungjawabari 
Pelaksanaan Angga.ran ·pf rrdapatan. dan Belanja Daerah 

; Kab1.1paten Banyuasiri)Tahiin:'A:nggaran 2014; 

b. bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan 
Peraturan Bup~ti B~yuasin . 

-1. Undang.,;.-Undang·· ·Nonior ·· :28'.; Tahun • ·. :1: 999 .· tehtang 
Pen.yeienggar a Negara:.'yang , Bersih' dai1 Be bas Korupsi, 
Kolusi dart ·. Nepotis:me :. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah'lin .. 1999 Nomor 75,. Tarn.bahan Lembaran 
N egata RepubI_tk' IndoFlesia t::Joµior '3851) ; . 

2. Undang;_Undarig.: Norn:or · 6 : (fahun 2002 tentang 
Pemb~ntuka.ri: ,. ,·.-Kabupa t~n ; .. -Ban~ .a:siri'' :di Provinsi 
Sumatera · Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia .Tafam: 2002 Nomoi ·,19, -Tc1.rrtbahai1 Lembaran 
Negara Republikindonesia N.omor·4.181); 

·. : . . , • · ... ·, 
3. Undang--Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara · -(Leml?aran :Negara Republik 
Indonesia Tahuri 2003 Nomcir 4 7, Tanibahan Lembaran 
Negara R.epublik,I_ndonesia-Nomor 4286}; 

·:· : '.. ;. · .. -: ,· .. . . . ;') ,·.: . T.- ;:.; =·· . 

:_ .. , . ... . ·· 

4 . Undang .. . 

· ,·· 
• ··' . ' 
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4. Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor · 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan · Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
: Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Norrior 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unq/ang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Reptiblik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No~r 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indohesia Nomor 4090) ; 

12 . Peraturan ... 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
K.edudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara· Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah . (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);, 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan , d~ Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan ... 
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20. · Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 1ndonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang . Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

23. · Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 27 
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 41 
Seri E); · 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 
Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Kabupaten 
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Bany7.lasin 
Tahun 2011 Nomor 20), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 
2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2,914 
Nomor 032); 

26. Peraturan Daerah Kabupate11: panyuasin Nomor 20 
Tahun 2014 tentang Perubahan· Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten ·Banyuasin Tahun 
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2014 Nomor 98); 

27 . Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 88 Tahun 2011 
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 23); 

28. Peraturan ... · 
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28. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 856 Tahun 2011 
tentang Sistern: dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 21), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Banyuasin Nomor 1041 Tahun 2013 (Berita Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 Nomor 82); 

29. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 92 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2014 
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 
Nomor 9); 

30. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 773 Tahun 2014 
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2014 Nomor 99). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG 
PENJ.ABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas : 

a. Pendapatan 
1. Pendapatan Asli Rp. 106.917.589.923 ,06 

Daerah 
2 . Dana Perimba nga n 
3 . Lain-lain Pendapatan 

y ang Sah 

Rp. l.316.853 .841.624 ,00 
Rp. 409.2 66.7 6 9 .772 , 16 

I 

Jumlah 
Pendapatan 

~ .. Rp . l.833.038 .201.319,22 

b. B elanja 

1. Belanja Tidak Langsung 
a) Belanja Pegawai Rp. 
b) Belanja Bunga Rp . 
c) Belanja Subsidi Rp. 
d) Belanja Hibah Rp. 
e) Belanja Bantuan Rp . 

Sosial 

586.857 .494.87 4 ,00 
0 ,00 
0,00 

15.376.453 .000,00 
6 .073.996.000,00 

f) Belanja . .. 
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£) Belanja Bagi 
Hasil 

g) Belanja Bantuan 
Keuangan 

h) Belanja Tidak 
Terduga 

2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang 

·dan Jasa 
c) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 
c. Pembiayaan 

1. Penerimaan 

2~ Pengeluaran 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
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• 0,00 

58.675.160.885,00 

0,00 

Rp. 666.983.104.759,C 

54.000.232.664,47 
540.576.930.704,41 

653.602 .575.155,68 

Rp. 1.248.179.738.524,51 

Rp . l.915.162.843 .283,St 

Rp. (82.124.641.964,3• 

l 96.561.654.772,27 

33.941 .661.748, 72 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 162.619.993.023,5~ 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan (SILPA) 

Pasal'2 

Rp. 80.495.351.059,2 l 

Ringkasan Laporan Realisasi-Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
t tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupat:J. ini. 

Pasal 3 
Ringka.san Laporan Realisasi Anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Re~jsasi Anggaran. 

Pasal 4 
Penjabar~ip Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tid~ terpisahkan 
d~ri Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tida:k terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 ... 
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Pasal .6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bu.pati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten 
Banyuasin. 

Diundangkan di Pangkalan Balai 
Pada tanggal · I 4 S~f.\::.c:l'Vlb-cr 2015 

~~-~--~:(jARIS DAERAH 
BANYUASIN, 

H 

Ditetapkan di gkalan Ba.lai 
. Pada.:· ·- • 5ef&,111ber 201 !5 

! ~ 
i * 

~ 
\_ ~ FERDIAN 

"'· 

RAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015 NOMOR ~~L\ 


